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Pengantar

Refleksi2018merupakanrangkaianperistiwapentingterutamayangberkaitan
dengankehidupanmasyarakatdanberdampakpadaperempuansertaupaya-
upayaKoalisiPerempuandalam dalam meresponsituasidanrangkaianpeistiwa
tersebutsertapembelajaranyangdipetikdarirangkaiankegiatantersebut.

Rangkaian peristiwa yang menjadiperhatian KoalisiPerempuan Indonesia,
terutamadikaitkandenganmandateorganisasiuntukPemenuhanHakAsasi
Manusia,Hak Perempuan dan Hak Anak,Peningkatan RepresentasiPolitik
PerempuandanHakuntukBerorganisasisertaPengarusutamaanGenderdalam
Pembangunan,terutama Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDG),PerlindunganSosialdanpartisipasiperempuandalam Perencanaandan
Pembanguan.

CatatanAwaltahun,merupakanprediksisituasisertagarisbesarrencanaKoalisi
PerempuanIndonesiadalam meresponsituasiyangdiprediksitersebut.

Refleksi2018danCatatanAwalTahuninimerupakanbagiandariPertanggung
JawabanPublikKoalisiPerempuanIndonesia.

KoalisiPerempuanIndonesiaberharap,mediabersediamenyampaikankepublik,
untukmemperluasaksesInformasiterhadapterhadapkegiatandanprogram
yangtelahdiselenggarakanolehKoalisiPerempuanIndonesia.

REFLEKSI2018

SelamaTahun2018,KoalisiPerempuanIndonesiafokuspada7isupentingyaitu:

1)Hukum & Legislasi,2)SDG,Perlindungan Sosialdan Layanan Dasar,3)

Radikalisme&Ekstremisme,4)Perempuan&DesaMembangun,5)Kelompok

Rentan,6)PilkadadanPemilu2019dan7)HubunganInternasional.

Perhatianterhadaptujuhissuepentinginikarenaketujuhissuepentingtersebut

sangatberkaitdenganmandatKoalisiPerempuanIndonesia
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1.HUKUM DANLEGISLASI

PadaDesember2017,DewanPerwakilanRakyat(DPR)telahmengesahkan50

RUU Prioritas Program LegislasiNasionaltahun 20181.Disamping 50 RUU

Prioritas,DPR menyepakatilima KategoriRUU KomulatifTerbuka,terkait:1)

Perjanjian Internasional, 2) APBN, 3) Putusan Mahkamah Konstitusi, 4)

PembentukanProvinsidanKabupaten/Kotadan5)PengesahanPerppu.

KoalisiPerempuan Indonesia menghargaikinerja anggota DPR yang telah

mengeluarkandaftarprioritassebelum memasukimasapersidanganpertamadi

tahun2018.NamunKoalisiPerempuanIndonesiamenyayangkanRancangan

Undang-undang(RUU)tentangPerubahanatasUndang-UndangNo1Tahun1974

tentangPerkawinan,RUU tentangPerlindunganPekerjaRumahTangga(RUU

PPRT)dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender(RUU KKG)tidak

menjadiprioritasProlegnas2018.Ketiganyamerupakan RUU yang strategis

untuk mewujudkan kesetaraan genderdan memberdayakan perempuan di

Indonesia,dantelahterlalulamatertunda.

Dari50RUUtersebutKoalisiPerempuanIndonesiamemberikanPerhatianpada

enam RUU,yaitu:1)RUUtentangKepalangmerahan,2)RUUtentangKebidanan,

3)RUUtentangMasyarakatAdat,4)RUUtentangPraktekPekerjaanSosial,5)

RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan 6) RUU tentang

PenghapusanKekerasanSeksual.

Dalam pandanganKoalisiPerempuanIndonesiaRUU Kepalangmerahantelah

lebihdari10tahuntertahandiDPRhanyakarenaperdebatantentanglambang

dankelembagaan.

TerkaitdenganRUU Kebidanan,KoalisiPerempuanIndonesiaberkepentingan

memberikan masukan terhadap pembahasan RUU ini,mengingat peran

Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integraldariSistem Kesehatan

Nasional,khususnyabagiperempuan,bayidanbalita.Bidanmemegangperanan

pentinguntukmeningkatkanaksesmasyarakat,khususnyaperempuan,bayidan

anakterhadaplayanankesehatan.CatatankritisKoalisiPerempuanIndonesia

1LihatPutusanDPRtentangPrioritasProgram LegislasiNasionalTahun2018danLaporan
BadanLegislasiNasionaltentangPenetapanProgram LegislasiNasionalRUUPrioritasTahun
2018.
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terhadapRUU Kebidananadalah:1)RUU Kebidanantidakmengatursecara

khusustentangBidanDesadantidakmenjaminadanyapemerataanpersebaran

Bidan diseluruh desa diIndonesia,2)Pengaturan syaratadministratifIzin

praktekKebidanan belum mempertimbangkandayajangkauBidanDesadan

Bidandidaerahterpencil.3)RUUKebidanantidakmengaturdanmemberikan

kepastian hukum status kepegawaian Bidan,khususnya Bidan Desa PTT

(PegawaiTidakTetap).PengangkatanBidanDesaPTTsebagaiPegawaiNegeri

Sipil(PNS)4)sertamasaPensiunnyaBidanyangseharusnyadiaturberbedadari

pengadaan PNS lainnya,mengingatperan dan pengabdiannya yang sangat

dibutuhkanolehmasyarakat

Sedangkan terkait RUU Masyarakat Adat, Koalisi Perempuan Indonesia

memberikan perhatian terhadap Hak Perempuan Adat,khususnya terhadap

Kekayaan Adat,PartisipasiPerempuan MsyarakatAdatdalam Pengambilan

Keputusan,sertapencegahanlegitimasihukum adatyangdiskriminatifterhadap

perempuan.

Terkaitdengan RUU Praktik Pekerjaan Sosial,KoalisiPerempuan Indonesia

memberikanperhatianpadadefinisitentangPekerjaansosialdanPekerjasosial

dalam RUUPraktikPekerjaansosialsangatsempit,sehinggatidakakanmampu

menjangkauberbagaibentukPekerjaanSosialyangadadiIndonesia.Pengertian

PekerjaanSosialdalam RUU tersebutjugajauhdaridefinisiPekerjaanSosial

yangdiakuisecaraglobal2.

Terkaitdengan RKUHP,KoalisiPerempuan Indonesia memberikan perhatian

terhadapmasuknyaHukum yangHidupdalam Masyarakatdalam R-KUHP,serta

pengaturan tentang Pidana Kesusilaan dan belum diakomodirnya sejumlah

pidanadibidangkesehatanyangberdampakpadakehidupanperempuandan

anak.

2
The InternationalFederation ofSocialWork (IFSW)atau FederasiInternasional

PekerjaanSosialmendefinisikanPekerjaansosialadalahprofesiberbasispraktikdan
disiplinakademisyangmendorongperubahandanpengembangansosial,kohesisosial,
danpemberdayaandanpembebasanorangdenganmenerapkanprinsipkeadilansosial,
hakasasimanusia,tanggungjawabkolektifdanpenghormatanterhadapkeragaman,
didukungolehteorikerjasosial,ilmusosial,humanioradanpengetahuanaslimelibatkan
orangdanstrukturuntukmengatasitantanganhidupdanmeningkatkankesejahteraan
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Sedangkan terkait dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,Koalisi

PerempuanIndonesiafocuspadadefinisidankategorikejahatanseksualyang

dirumuskandalam RUUolehDPRdanPemerintah,PerlindunganKorbanserta

Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas. Koalisi Perempuan

Indonesia,jugamendorongagarDPRmencegahtumpang–tindihpengaturan

kejahatanseksualdalam RKUHP danRUU PenghapusanKekerasanSeksual.

Disampingitu,KoalisiPerempuanIndonesiamendorongagarRUUPenghapusan

KkerasanSeksualdapatdisahkansebelum masabaktiDPRperiode2014-2019

berakhir.

Selainfokuspada6RUUtersebut,KoalisiPerempuanIndonesiajugaberjejaring

denganjaringanorganisasimasyarakatsipil,khususnyaSolidaritasPerempuan

yang melakukan advokasiterhadap proses pembahasan RUU Pertanahan,

khususnya untuk mempertahankan ketentuan tentang persamaan Hak Atas

Tanahbagilaki-lakidanperempuan,sebagaimanatelahdiaturdalam Pasal9UU

No5Tahun1960.

SelainProgram LegislasiNasional,terkaithukum pidanaterdapatduakasus

hukum yangterdakwanyaperempuan,yangmengemukadanmenjadiperhatian

publicyaitu1)KasusMeliana,perempuandarikelompokminoritasyangdipidana

karenamengeluhkanvolumepengerassuaramasjiddan2)KasusAW,anak

perempuankorbanincessyangdivonispenjaradengantuduhanaborsi.

Disampingitu,sepanjangtahun2018kasusperkawinananakmenunjukkantrend

semakin meningkat.Kebutuhan adanya paying hukum,untuk mencegah

perkawinananaksemakinmendesakdantidakdapatditundalagi.Diterimanya

permohonanujimateriUU Perkawinanyang disampaikanolehtigaanggota

KoalisiPerempuanIndonesiaolehMahkamahKonstitusi,yangmemerntahkan

pembuatundang-undang melakukan perubahan UU Perkawinan,terkaitusia

minimalperkawinanbagiperempuan,merupakanpelangbaruuntukmendorong

dilakukannyarevisiterbatasUUPerkawinan.

Daripemantauan KoalisiPerempuan Indonesia,dari50 RUU yang menjadi

prioritasProgram LegislasiNasionalDPRtelahmengesahkan4RUUdan6RUU

Komulatif.SatudariRUUyangmenjadiperhatianKoalisiPerempuanIndonesia

disahkan,yaitu UU Kepalangmerahan yang disahkan pada Desember2017

menjadiUndang-UndangNo2Tahun2018tentangKepalangmerahan.
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2.SDG,PERLINDUNGANSOSIALDANLAYANANDASAR

Tahun2018merupakantahunRencanaAksiDaerah(RAD)TujuanPembangunan
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sejak
diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres)Nomor59 Tahun 2017 tentang
PelaksanaanPencapaianTujuanPembangunanBerkelanjutan,padaJuli2017,
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun RAD TPB/SDG dengan
melibatkanpartisipasisemuapemangkukepentingan.Yangharusselesaipada
Agustus 2018.Disamping itu MenteriDalam Negerimenerbitkan Peraturan
MenteriDalam Negeri(Permendagri)No7Tahun2018tentangPembuatandan
PelaksanaanKajianLingkunganHidupStrategisdalam PenyusunanRencana
PembangunanJangkaMenengahDaerah.KajianLingkunganHidupStrategis
(KLHS) merupakan kajian sistematis,menyeluruh dan partisipatif untuk
memastikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan diintegrasikan
dalam PenyusunanRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD).
Tantangan dalam pelaksanaan SDG adalah memastikan seluruh tahapan
perencanaan,pelaksanaan,pemantauandanevaluasiSDG melibatkanseluruh
masyarakatserta adanya kesiapan masyarakatuntuk menyuarakan isu-isu
strategisyangharusdiakomodirdalam RPJMD.

Salah satu prinsip pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)adalah
inklusifatautidakseorangpunbolehditinggalkan.Namundalam kenyataannya,
terdapatkelompokrentanyangberpotensiterpinggirkandantertinggaldalam
prosespembangunanantaralain:Penyandangdisabilitas,kelompoklanjutusia,
masyarakat adat,buruh migrant/mantan buruh migran dan keluarganya,
kelompok minoritas,kelompok didaerah terpencildan kelompok korban.
Kelompokinimerupakankelompokyangpalingsedikitmemilikiaksesinformasi
terhadap kebijakan dan program pembangunan,dan kesempatan untuk
berpartisipasiaktifdalam pembangunan.

Disampingitu,kelompok-kelompokrentan,merupakankelompokyangkurang
terorganisir,sehinggasuaradanperjuanganmerekauntukmendoronglahirnya
kebijakan dan program yang berpihak pada kelompok rentan, kurang
berpengaruhdalam prosesperumusankebijakandanpengambilankeputusan.
TerkaitPenyelenggaraanPerlindunganSosial,Pemerintahtelahmeningkatkan
alokasianggaranperlindungansocialdari148,91trilyunmenjadi162,56trilyun
untukpenyelenggaraanPBIJaminanKesehatanNasional(JKN)melaluiKartu
Indonesia Sehat(KIS),Program Keluarga Harapan (PKH),beasiswa untuk
keluarga miskin melaluiKartu Indonesia Pintar(KIP)bantuan pangan dan
bantuannontunai,keluargaprasejahtera.
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TantanganutamapenyelenggaraanPerlindungansosialadalah1)belum adanya

satukebijakanyangmenyeluruhterkaitpenyelenggaraanperlindungansosial

yanginklusif,transformatifdanadilgenderyangmenaungiseluruhprogram-

program perlindungansosialsertamemberikankejelasanperanpemerintahdan

pemerintahdaerah.2)Ketersediaandatayangakuratdanmampumerespon

dinamikakelompokmiskindanorangtidakmampuyangterusberubahserta3)

belum adanyamekanismepengaduandankeluhanyangdapatdijangkauoleh

fakirmiskindanorangtidakmampu.

UpayapenyediaandatayangakuratbagipenerimaKIS/PBI-JKNtelahdilakukan

melaluiperubahansertaverifikasidanValidasidatadenganpelibatanPotensi

SumberDayaKesejahteraanSosial(PSKS)danTenagaKesejahteraanSosial

Kecamatan(TKSK).NamuntidaksemuaPSKSaktifmelakukanverifikasidan

Validasidatafakirmiskindanorangtidakmampu.Selainitu,sejumlahkategori

fakirmiskindanorangtidakmampuyangtergolongdalam kategorifakirmiskin

danorangtidakmamputidakteregistermemilikimobilitasyangtinggi,ataubaru

munculkarenasuatusebab.

Disampingitu,penyelenggaraanJaminanKesehatanNasionalmasihdihadapkan

denganpersoalandefisityangdialamiolehBPJS,sertatargetcakupanJKNyang

baru77,5% daritargetyangditentukanPemerintahmencapai95% daritotal

pendudukdiakhir2019,disebabkanolehbanyaknyaBUMN (BadanUsahaMilik

Negara) yang belum menjadikan pegawainya sebagai peserta Jaminan

KesehatanNasional.

UntukmengatasidefisitBPJS,MenteriKesehatanmenerbitkanPeraturanNo51

Tahun2018tentangPengenaan UrunBiayadanSelisihBiayadalam Program

JaminanKesehatan,yangberlakubagipesertaJaminanKesehatannonPBIyang

diberlakukanpada14Desember2018.

KoalisiPerempuanIndonesiamemandangbahwakebijakanUrunBiayadalam

Program Jaminan Kesehatan, tidak akan berpengaruh signifikan untuk

mengatasimasalahdefisitBPJS.

UntukmengatasipersoalanpendataandanpentargetanpenerimaPBI,ketiadaan

informasidanmekanismepengaduansertadefisitBPJS,KoalisiPerempuan

mengajukansejumlahusulankebijakan.
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PerhatianKoalisiPerempuanIndonesiaterhadapPelayananDasardifokuskan

padaPenyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal(SPM).Dalam

pandangan KoalisiPerempuan Indonesia,ada atau tidaknya SPM sangat

menentukankualitasdankinerjapemerintah.Desa,merupakanujungtombak

dalam pelayananadministrasidesa,mengingatlebihdari20jenissuratdibidang

administrasikependudukandanperijinanmembutuhkanrekomendasidaridesa.

PentingnyaSPM DesatelahdisuarakanolehKoalisiPerempuanIndonesiasejak

tahuntahun2016.KementerianDalam Negeri,akhirnyamenerbitkanPeraturan

MenteriDalam Negeri(Permendagri)No 2 Tahun 2017 tentang SPM Desa,

namun hingga kini,belum semua desa memilikiSPM Desa dan Maklumat

PelayananPublik.Sebagiandesabahkantidakmemilikikejelasanjam kerja.

Upaya mendorong Desa untuk menerbitkan kebijakan tentang SPM Desa

membutuhkanadvokasimasyarakatsipil.

DitingkatKabupaten/KotadanProvinsi,penyusunanStandarPelayananMinimal

(SPM)yang merupakan urusan wajib bagipemerintah daerah diterapkan

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005,tentang Pendoman

PenyusunandanPenerapanStandarPelayananMinimalinitidakmemberikan

kejelasantentangurusanwajibdanstandaryangharusdipenuhiolehpemerintah

Kabupaten/KotadanProvinsi.

Dalam sejumlahforum dialogdanKonsultasiPublikPemangkuKepentingan

(MultiStakeholderConsultation)terkaitpenyelenggaraanPerlindungansocial

dan layanan dasar,serta Penyusunan RAD SDG,yang diselenggarakan oleh

KoalisiPerempuanIndonesiadibahastentangpentingnyaStandarPelayanan

Minimal,yangmenjadipanduandanukurankinerjapemerintahdaerah.Namun

dalam forum tersebutditemukanfaktabahwatidaksemuapemerintahdaerah

melakukan konsultasidengan masyarakatdalam penyusunan SPM.Bahkan

sebagianmasyarakatsipiltidakdapatmemperolehdokumenSPM Pemerintah

Kabupaten/KotamaupundokumenSPM PemerintahProvinsi.

PadaJanuari2018,telahditerbitkanPeraturanPemerintahNo2Tahun2018

Tentang Standar Pelayanan Minimal. Namun kebijakan inimasih harus

ditindaklanjutidenganpetunjukteknispenyusunandanpenerapanSPM,melalui

peraturanMenteriDalam Negeri.PadaOktober2018KementerianDalam Negeri

telahmenerbitkanPeraturanMenteriDalam NegeriNo100Tahun2019tentang

PenerapanStandarPelayananMinimal(SPM),sebagaipanduanpelaksanaanPP



9

No2Tahun2018tersebutyang mulaiberlakupadaJanuari2019.Dokumenini

perludikajikesesuaiannyadenganPelaksanaanUU No 23 Tahun2014 dan

PelaksanaanTujuanPembangunanBerkelanjutan.

3.TERORISME,RADIKALISME&EKSTREMISME

Tahun2018merupakantahunterburukaksiterorisme.Selainjumlahnyayang

meningkat,aksiterrorditahunini,sudahmelibatkankeluarga.Isteridananak-

anakdipaksamenjadipelakusekaliguskorban.

PeledakkantigaGerejadiSurabaya,yaituGerejaKatholikSantaMariaTak

BerceladiJl.Ngagel,GerejaKristenIndonesia(GKI)diJl,Diponegorodan

GerejaPantekostadiJalanArjuno,pada13Mei2018.Peledakkanbom ini

dilakukanolehsatukeluarga,terdiridariSuami(DitaUpriyanto),Isteri(Puji

Kuswanto)danempatanaknyayaituYusufFadil18th,FirmanHalim 16th,

FadhilaSari12thdanFamelaRizqita9tahun.

LedakkanBom lainnyaterjadidisebuahrumahyangmerupakanbagiandari

rumahsusunWonocolo,Sepanjang,KabupatenSidoarjopada13Mei2018.

Ledakkaninimenewaskansuami(Febrianto),isteri(SariPuspitarini)dansatu

anakperempuannyausia17tahu,sedangkantigaanaklainnyadilarikandi

rumahsakit.

Disampingitu,sejumlahseranganmenyasarfasilitasdanaparatkeamanan

terjadidibeberapatempat,antaralain:penyerangandanpenyanderaanapparat

diMakoBrimob,DepokJawaBaratpada10Mei.Duaperempuan,DitaSiska

Millenia dan Siska Nur Azizah,membawa senjata tajam dan bertujuan

menyerang polisi,jika menghalanginiatnya memberikan dukungan bagi

narapidanaterorisdiMakoBromob.PenyeranganPolrestabesSurabayaoleh

TriMurtono (50 th)beserta isteri(TriErnawati,43th)dan tiga anaknya,

menggunakanduasepedamotor(14Mei).PenyeranganPoldaRiau(16Mei)

PenyeranganPoldaSumutoleh4laki-laki,tigadiantaranyakakakberadik,pada

MeidandanpenyeranganPolisidiPoldaSumutpada25Juni2018.

SejumlahpenelitiandanVideoyangberedardiberbagaimediadanmediasosial
menunjukkan bahwa paham radikalismedan ekstremisme,telah masukke
semuajenjangpendidikan,sejakjenjangPendidikanUsiaDini(PAUD)hingga
perguruantinggi,
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SejumlahmasjidkementeriandanBUMNjugaditengaraimenjadiwahanauntuk
penyebaranfaham radikaldanekstrem,melaluiceramahdanlembahkhotbah.

HasilpemetaanKoalisiPerempuanIndonesia,menunjukkanbahwapengaruh
faham radikaldanekstrem,disebarkanmelaluipelajaranagamadankelompok
diskusidimediasocialdanmelaluipertemuankelompokperempuan,seperti
pengajiandanyasinan.Rekruitmenterhadapperempuanuntukmasukmenjadi
anggotaataupunpimpinankelompokradikaldilakukandenganmemberikan
janjiberupapeningkatanpendapatanataugaji.

Dalam komunitasperempuan,paham radikalismetidakdiberikandalam bentuk
ideologisasinegaraIslam,melainkanmelaluiindoktrinasiaturan-aturanyang
berkaitan dengan kehidupan sehari-hariseperti:vaksin haram,perkawinan
muda/perkawinananakuntukcegahZina,ciriperempuansolehdiukurdari
pakaiannya,bersediaberjihatdanmendukungsuamiberjihad,danbersedia
dipoligami.

Fakta-faktadiatasmenujukkanbahwaterorisme,radikalismedanekstremisme
merupakan operasiyang terorganisirdan sistematis,sertadengan sengaja
menggunakanperempuandananak-anaksebagaipelaku,sekaligussebagai
korban.
Sejumlah upaya telah dilakukan oleh aparatkeamanan,Badan Nasional
PenanggulanganTerorisme(BNPT)danpemerintah,DewanPerwakilanRakyat
(DPR)diantaranyamelalui:1)PengesahanUndang-Undang Nomor5Tahun
2018TentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor15Tahun2003Tentang
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun
2002TentangPemberantasanTindakPidanaTerorismemenjadiUndang-Undang.
2) Pembentukan forum-forum koordinasi pencegahan dan penangkalan
radikalisme dan ektremisme,dan 3)penyusunan Rancangan Rencana Aksi
Nasional(RAN)PenanggulanganEkstremisme,

Melihattrendyangterjadi,dimanaaksiterorisme,ektrimismedanradikalisme
telah mulaimenjadikan perempuan dan anak-anak sebagaitarget dan
memasukisemuajenjangpendidikan,sertaforum pertemuanperempuan,maka
dibutuhkansejumlahlangkahuntukmenangkalterorisme,ekstremnismedan
radikalisme. Kebutuhan paling mendesak untuk menangkal terorisme,
ekstremnismedanradikalismeantaralainadalah:literasitentangterorisme,
ekstremnismedanradikalisme,kewaspadaandandeteksidini,sertatempat
pengaduandankonsultasi.
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4.PEREMPUAN&DESAMEMBANGUN

Undang-undangNo6Tahun2014,tentangDesa,mengaturtentangkewajiban

Kepala Desa melaksanakan kehidupan demokrasidan berkeadilan gender

(Pasal26ayat(4)hurufe)danmewajibkananggotaBadanPermusyawaratan

Desauntukmelaksanakankehidupandemokrasidanberkeadilangenderdalam

penyelenggaraanPemerintahDesa,pasal63huruf(b).Disampingitu,ditentukan

bahwaHakdanKewajibanMasyarakatDesa(Pasal68),bahwapelaksanaandan

penikmatanhakdankewajiban,berdasarkanpersamaanhakdantanggungjawab

antaralaki-lakidanperempuan.Disampingitu,ketentuantentangPeranLembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga AdatDesa pada pasal94 dan 95,

merupakan landasan bagiorganisasi-ogranisasiperempuan didesa agar

keberadaannyadiakuisebagailembagakemasyarakatan.

Namun,hampirlimatahunpemberlakukanUUDesa,masihbanyakperempuan

pedesaanyangbelum memahamihak-haknyadanperanstrategisnyadalam

pembangunan Desa, termasuk partisipasinya dalam musyawarah dan

MusyawarahPerencanaandanBembangunanDesa(Musrenbangdes).

Untuk memperkuatpartisipasiperempuan desa dalam pembangunan,serta

untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam forum dan lembaga

pengambilan keputusan,diperlukan kebijakan yang menjaminnya.Peraturan

MenteriDalam NegeriNo114Tahun2014tentangPedomanPembangunanDesa

telah mengatur kewajiban adanya keterwakilan Perempuan dalam: Tim

PenyusunanRPJMDesdanTim PenyusunanRKPDesa.Disampingitu,peraturan

tersebutjuga mengaturtentang kewajiban menjamin Keterlibatan Kelompok

Perempuan dalam penggalian gagasan masyarakat,Penyusunan RPJMDes

melaluiMusrenbangdesdanPenetapanRPJMDesmelaluiMusyawarahDesa

(Musdes).

Namun untuk meningkatkan Partisipasi Perempuan Desa diperlukan

pengorganisasiandanpeningkatankapasitaskepemimpinanPerempuan.Oleh

karenanya diperlukan peran organisasi perempuan untuk meningkatkan

kapasitas kepemimpinan perempuan dan memfasilitasiserta memperkuat

organisasiperempuan diDesa.Serta mendorong pemerintah desa untuk

melaksanakanperencanaandanpelaksanaanpembangunanberdasarkanprinsip

-prinsippartisipasi,transparansidanakuntabilitas
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Organisasi-organisasiperempuan didesa memilikiperan strategis untuk

mendorong terwujudnya pembangunan desa yang inklusifdan penyediaan

pelayanandasaryangberpihakterhadapkelompokrentandanterpinggirkan,

termasukbagipenyandangdisabilitas,lanjutusiadananak/remaja.

5.PILKADA2018DANPEMILU2019

HasilPilkada2018,terdapat31perempuanberhasilmenjadipimpinandaerah,
yaitu:1orangGubernur,1orangwakilGubernur,3orangwalikota,10Bupati,6
wakilwalikotadan9wakilBupati.Keberhasilan31perempuansebagaipimpinan
daerahini,menambahjumlahperempuanyangberhasilterpilihdalam pilkada
sebelumnya,yaitupilkada2015terdapat35perempuanpimpinandaerahdan
Pilkada2017 terdapat13perempuan.Dengandemikian,hinggaakhirpilkada
2018,terdapat79perempuanterpilihsebagaikepaladaerah.Namunsayangnya,
7diantaranyaterjeratkasuskorupsiyaituBupatiBekasi,BupatiSubang,Bupati
Klaten,BupatiKutaiKartanegara,BupatiMinahasa Utara,Walikota Tegal,
WalikotaCimahi

Pemilu2019dilaksanakandidalam dandiluarnegeri.DiDalam Negeri,pemilu

diselenggarakan di34 Provinsi,514 kabupaten/kota dan 7.201 kecamatan

83.405kelurahan/desa.

Jumlah Pemilih,berdasarkan Berita Acara KomisiPemilihan Umum No:

316/PL.02.1-BA/01/KPU/XII/2018 tentang RekapitulasiDaftarPemilih Tetap

(DPT)HasilPerbaikankeduaatauDPTHP-2.yangdiumumkanolehKPUpada15

Desember2018,mencapai190.770.329pemilih,terdiridarilaki-laki:95.368.749

pemilihdanPerempuan:95.401.580pemilihdenganjumlahTempatPemungutan

suara(TPS)sebanyak809.500TPS.

HasilPerbaikankedua,berdasarkandatadari130kantorPerwakilanluarnegeri,

KPUmencatatjumlahpemilihmencapai2.058.191pemilih,terdiridariLaki-Laki:

902.727pemilihdanperempuan1.155.464pemilih.Jumlahinimasihmungkin

bertambahsesuaidenganjadwalpemutakhirandatapemilih.

JumlahkursiDPRRImaupunDPRD provinsidanKabupaten/Kotamengalami

penambahanyaitu:DPRRIdari560menjadi575denganjumlahdapil80dapil,

DPRDProvinsidari2.112.menjadi2.207denganjumlahdapil272dapildanDPRD

Kabupten/Kotadari16.869menjadi17.610dengan2.216dapil.



13

JumlahcalegDPRRIyanglolos,mencapai7.968orang,sebanyak4.774caleg

berjeniskelaminlaki-lakidan3.194calegperempuan.Keterwakilanperempuan

mencapai40%daritotalDPT,SedangkanCalonDPDmencapai807orangdari34

Provinsi,671 calon laki-lakidan 136 calon perempuan.Tidak ada data

terkonsolidasiterkaitdaftarCalonlegislatifDPRDProvinsidanDPRDKabupaten

Kota.NamundapatdipastikanseluruhdaftarcalonlegislatifDPRDProvinsidan

DPRD Kabupaten/Kota disetiap dapilterdapat sekurang-kurangnya 30%

perempuan,karenahalinimerupakanketentuanundang-undang.

Pemilu2019,merupakanpemiluserentakpemilihanPresidendanwakilPresiden,

DPRRI,DPR,DPRDProvinsidanDPRDKabupatenKota,denganjumlahpartai

politikmencapai16partainasionaldan4partailokalAceh.

Tantangan utama Pemilu 2019 adalah:Pertama,meskipun keterwakilan
perempuandalam daftarcalegmencapailebihdari30%disemuadaftarCalon
DPRdanDPRDdisetiapdapil,namunjumlahperempuanyangberadadinomor1,
2,3sangatsedikit,tidakmencapai30%.Kedua,Pemilu2019cukuprumit,
karena perubahan jumlah suratsuara dan banyaknya partaipeserta pemilu
dalam satusuratsuara.Ketiga,sebagianbesarcalegperempuantidakmemiliki
cukuplogisticuntukmendukungkampanyenyadanbiayauntuksaksi.Keempat,
PerhatianpubliclebihmengarahpadapemilihanCalonPresiden,daripadaCalon
anggotadewan,sehinggaisuketerwakilanperempuantidakmenjadiwacana
publik.Kelima,hanyasedikitlembagayangmenyediakandukunganpeningkatan
kapasitas bagicalon anggota legislatif dan terkakhir, sejumlah caleg
menyampaikantelahmendapatkankekerasanberbasisgender,terutamasecara
verbal.

PROGRAM &KEGIATANKOALISIPEREMPUANINDONESIA

1.HUKUM DANLEGISLASI

Dalam Merespon situasiHukum dan Legislasi,KoalisiPerempuan

Indonesiaserangkaiankegiatanantaralain:

1)MenyusundanmendistribukasikanCatatanKritisPerempuantentang

Prolegnas2018,khususnyaberkaitandengan6RUU yangmenjadi

perhatianKoalisiPerempuanIndonesia.
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2)ResponRUU Kepalangmerahan:KoalisiPerempuanIndonesiatelah

menerbitkan kertas Posisi terkait RUU Kepalangmerahan yang

didalamnyamenyebutkanbahwatidakadaketerkaitanantaraagama

denganlambangPalangMerah,sertamenyampaikansejahberdirinya

BulanSabitMerah,yangdidirikanolehKetuaPalangMerahAmerika,

yangbertujuanuntukmengkonsolidasikannegara-negaraIslam,dalam

rangkaperangdinginantaraAmerikadanRusia.

3)ResponterhadapRKUHPMenyusunKertasPosisi,menyelenggarakan

Seminar Nasional, merekomendasikan penghapusan pengaturan

Hukum Adat/hukum yanghidupdalam Masyarakatdalam R-KUHP,

perbaikanpasal-pasaldalam PidanaKesusilaan,menambahkantindak

pidanakesehatandanmendorongpenundaanPengesahanRKUHP

4)ResponterhadappembahasanRUUPenghapusanKekerasanSeksual

dilakukan melalui beberapa keikutsertaan Koalisi Perempuan

Indonesiadalam RapatKoordinasipembahasanRUU Penghapusan

Kekerasan SeksualdiDPR dan diKomnas Perempuan,serta

Kampanye mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan

Seksual.

5)ResponterhadapKasusMelianadanKasusWA,KoalisiPerempuan

IndonesiamenerbitkanduaedisiAmicusCuriae(CatatanSahabat

Pengadilan)denganmenelitipenerapanPeraturanMahkamahAgung

(Perma)No3Tahun2017tentangPanduanMengadiliPerempuan

berhadapandenganhukum.

6)BerkaitandenganmeningkatnyaPerkawinanAnak,KoalisiPerempuan

Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan jejaring kerja melakukan

kampanya Stop Perkawinan Anak,menyempaikan Draft Perppu

PerubahanUU PerkawinankepadaPresiden,memfasilitasi3(tiga)

anggotaKoalisiPerempuanIndonesiamengajukanpermohonanUji

MateriUUPerkawinan.

7)Dialog dengan Kaukus Perempuan Parlemen untuk percepatan

pembahasan dan pengesahan revisi terbatas UU Perkawinan,

menindaklanjutiputusanMK

2.SDG,PERLINDUNGANSOSIALDANLAYANANDASAR

Dalam meresponisuSDG,PerlindunganSosialdanLayananDasar,Koalisi
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Perempuan Indonesia melakukan serangkaian kegiatan dan usulan
kebijakan,sebagaiberikut:

TerkaitPenyusunanRADdanadvokasiSDG,KoalisiPerempuanIndonesia
melakukan:

1.Fasilitasi4Provinsi(SumateraBarat,DIY,NTTdanNTB)melakukan

Konsultasipublik untuk penyusunan RAD ditingkatProvinsidan

Fasilitasi3Kabupaten/kota(Dompu,TimorTengahSelatan/TTS-NTT

danSigi)menyelenggarakanKonsultasipublikuntukpenyusunanRAD

ditingkat.

2.MenyusunBaselineDatadanBaselineKebijakan17Provinsitentang

TujuandanTargetSDG,Tujuan1sampaidenganTujuan8.

3.Menyelenggarakan3kaliKonsultasiSDG denganKelompokRentan

(Disabilitas,Masyarakatadat,pekerjamigran/ekspekerjamigran,dan

kelompokminoritas)

4.SosialisasiSDG bagianggota KoalisiPerempuan dan jaringan di

tingkat komunitas/BalaiPerempuan melaluilagu,festivalbonet,

cerdascermat,kuisdanlombamelukis)di8provinsi

5.Mendorongorganisasi/pengurusKoalisiPerempuanmasukdalam Tim

pelaksanaTPB/SDG

TerkaitPerlindunganSosial,KoalisiPerempuanIndonesiamelakukan:

1.MemantauanggaranAPBNuntukalokasiPerlindungansosial

2.Membangun dan mengefektifkan BalaiPerempuan sebagaiPusat

InformasiPengaduan dan AdvokasiJaminan Kesehatan Nasional

(PIPA-JKN), memberikan informasi, menerima pengaduan dan

penyelesaianmasalah,advokasiditingkatdesamelaluidialogdengan

Kepala desa dan musrenbang untuk perubahan data PBI dan

melakukan advokasiditingkatKabupaten/kota untuk mengatasi

masalahyangdihadapiwargaterkaitketiadaanPBIbagikelompok

miskin

3.MengajukanusulankebijakanmelaluipenerbitanKertasPosisiJKN:

JaminanKesehatanNasionalAdilGender,Inklusif,danTransformatif,

sertamenyampaikanPolicyBrief:

1)PolicyBriefseri1:JKNTanpaKelas,yaitutidakadalagimanfaat

JKNberdasarkankelas,denganfrmulasiiuranyangsesuaidengan
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aktuariauntukmelaksanakanprinsipekuitasdanmengatasidefisit

2)Policy Brief seri2:JKN Komprehensif – Berkualitas,yaitu

mengintergrasikan komponen layanan paliatif,selain 3 layanan

yang sudah ada (promotif, preventif dan kuratif) untuk

melaksanakanprinsipkeadilangender

3)Policy Brief seri 3: JKN Dual Sistem, yaitu JKN yang

diselenggarakan secara nasionaloleh BPJS dan JKN yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mencakup

kelompokmiskindantidakmampuyangtidaktercakupdalam

basisdataterpaduPBI

4)PolicyBriefseri4:JKNPartisipatifdanTransformatif,yaituadopsi

PIPAJKN untukmemenuhikebutuhaninformasidanmekanisme

pengaduan berbasis masyarakat serta untuk mendorong

solidaritassosial.

4.Semiloka Nasional “Memperkuat Perlindungan Sosial Bidang

KesehatanDiIndonesiaDanMenangkalPropagandaNegatif”pada

tanggal 18 Desember 2018 dengan narasumber, kementerian

kesehatan, Irma Suryani (Anggota DPR RI Fraksi Nasdem),

KementerianSosial,danPengurusKoalisiPerempuanIndonesia,

5.Mendorong Pemerintah menyusun peraturan Perundangan yang

komprehensifsebagaipayung seluruh program Batuan Sosialdan

jaminansosialyangdiselenggarakanpemerintah

Terkaitdenganlayanandasar,KoalisiPerempuanIndonesiamelakukan:

1.PembahasantentangpentingnyaStandarPelayananMinimalditingkat
Desa.Kabupaten/kotadanProvinsi.

2.DitingkatDesa,KoalisiPerempuanIndonesiamelakukan:
1) Terlibatdalam prosesperencanaanpembangunandidesaserta

mengusulkan alokasianggaran untuk:airbersih,makanan
Tambahan,jalandesa,aksesibilitas,anggaranpemberdayaan
perempuandanpenyediaandatadesa.

2) MendorongKaderKoalisiPerempuanIndonesiaterlibatdalam
Tim RPJMDesdanTim RKPDesa

3) Mendorongagarpemerintahdesamendistribusikaninformasi
dan penjaringan/penggalian gagasan melalui forum-forum
khusus,

4) Mendorongketerlibatankelompokdisabilitasdanforum anak
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dalam perencanaanpembangunan.
3. DitingkatKabupaten/Kota,KoalisiPerempuanIndonesia melakukan

advokasidankoordinasi:
1) Dengan Bupati dan DPRD untuk meningkatkan alokasi

anggaranJaminanKesehatanbagikelom;okmiskindantidak
mampu

2) DenganDinassosial,dinaskesehatan,RumahSakitdanBPJS
untukmemastikanpemegangKIS/PBI-JKNmemperolehakses
layanankesehatan.

3) Serta mendorong BPJS menjangkau desa untuk melayani
peserta/calonpesertaBPJSmandirimaupunPBI

4. DitingkatProvinsi,KoalisiPerempuanIndonesia melakukanadvokasi
dan koordinasidengan Gubernuruntuk mendorong penambahan
alokasianggaranuntukperlindungansosial

5.RADIKALISME&EKSTREMISME
TerkaitisuRadikalismedanEktremismeKoalisiPerempuanIndonesia
melakukan:

1.Penerbitanedaranbagianggotadalam meresponkasusbom dan
penerbitanpernyataansikap.

2.Workshop penyusunan Booklet Pendidikan Kader tentang
Radikalisme,Ektremisme dan Terorisme untuk meningkatkan
literasianggotatentanghaltersebut.

3.Terlibat dalam Konsultasi penyusunan RAN Penanggulangan
Ekstremisme

4.DialogkebijakandenganBNPTdanrapat-rapatterbatasdiKantor
StaffPresidenmendorongagarLiterasidandeteksidinitentang
RadikalismedanEktremismebagiperempuandiakomodirdalam
RAN Penanggulangan Ekstremisme,serta adanya peningkatan
partisipasiperempuan dan akses konsultasi/pengaduan bagi
perempuan.

5.Melakukancounternarasiterkaitperkawinananakberbasisfaham
radikal

6.Pernyataanpersterkaitpenggunaanfaham radikalismedibidang
kesehatan,sepertiVaksinHaram danBPJSharam.

6.PEREMPUAN&DESAMEMBANGUN
TerkaitisuPerempuandanDesaKoalisiPerempuanIndonesiamelakukan:

1.Pembentukan kelompok/kepengurusan (BalaiPerempuan)di32
Desa,sehinggatotalkelompokperempuandiDesamencapai1.100
BalaiPerempuan.

2.Membangun jaringan organisasi perempuan didesa melalui
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keterlibatanperempuandalam musyawarahrencanapembangunan
desa,UU desa,JaminanKesehatanNasional,Perkawinananak,
SDGsdanKerentananBencanadidesa

3.Membentuk 87BPPIPAJKN diAceh,Sumbar,Bengkulu,Jambi,
Jogjakarta,Jatim,SulseldanSulteng

4.Membentuk5BPPIPAPencegahanPerkawinanAnak(PPA)di5
kabupaten;Bandung,Bogor,Cirebon,Indramayu,danSukabumi

5.Membentuk4BPPIPASDGsdan3BPSiagaBencanadiGunung
Kidul,Jogjakarta

6.Pendampinganpengelolaanorganisasiperempuanditingkatdesa
sehinggaperbaikansistem kerjaorganisasidi99balaiperempuan
yang meliputipendataan,administrasi,mekanisme koordinasi,
sistem kaderisasi organisasi, rekruitmen anggota,
pengorganisasian,mobilisasimassadanjaringankerjaorganisasi
didesa

7.Pelatihanadvokasiditingkatdesamenghasilkan198kaderdidesa
meningkatpengetahuan dan ketrampilannya sehingga mampu
melakukanpendampingan,pengorganisasian,lobbydannegosiasi
dengan aparaturdesa,rumah sakit,pemuka agama dan tokoh
masyarakat.

8.PendidikanKaderDasarbagiAnggotaKoalisiPerempuandi35
BalaiPerempuanbaru

9.Mendorongterselenggaranyadiskusirutinditingkatdesa,sehingga
375BalaiPerempuandiBengkulu,Jambi,JawaTimur,SulselJawa
Tengah,NTB,dan SulawesiUtara mengikutidiskusirutin dan
terdapatkaderyang mempu menjadifasiltator/moderatorserta
adanya kader yang terlibat dalam Tim RPJMDes, dan
musrenbangdes

7.PILKADADANPEMILU2019
Terkaitisu Pilkada dan Pemilu 2019 KoalisiPerempuan Indonesia
melakukan:

1.Pemantauan31Perempuanterpilihdalam Pilkada2018
2.Pendataan 210 Calon Legislatif anggota KoalisiPerempuan

Indonesia
3.PenyusunanstrategipemenanganCalegPerempuan
4.PelatihanpeningkatankapasitaspolitikbagiCalegPerempuan238

orang diprovinsiBengkulu,Jawa Timur,Aceh,NTT,NTB,DI
Yogyakarta,SumateraBarat,Jambi,SulawesiSelatan,danSulawesi
Tengah

5.PendidikanPemilihditingkatKomunitas
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6.KampanyeketerwakilanPerempuanditingkatProvinsi
7.PenyusunanTim PemenanganditingkatNasionaldandiprovinsi
8.Perukrutan1,250perempuanpemantauPemiludanpendaftaran

padaBawaslu
9.PenyusunanPanduanPemantauanPemilu
10.Mendorong KaderKoalisiPerempuan Indonesia masuk dalam

lembagaPenyelenggaraPemiludiditingkatNasional,Provinsidan
Kabupaten/Kota serta mendorong kader menjadi panitia
pelaksana/pengawas Pemilu. Capaiannya, 1 kader Koalisi
PerempuanIndonesiamenjadianggotaDKPP,5anggotamenjadi
komisionerKPUdiProvinsi(JawaTengah,JawaTimur,DIY,Jambi
danSulawesiUtara)dan4anggotamenjadianggotaKomisioner
BawasludiJawaTimur,JawaBarat,SulawesiTengahdanNusa
TenggaraBarat.Selebihnyamasihdalam pendataan

PEMBELAJARAN2018

Penguatanorganisasi,baikdalam tatakelolamaupunkapasitaspengurusdan
anggotanya menentukan keberhasilan organisasidalam merespon isu-isu
strategis.
Disamping itu,strategiadvokasi,terutama perumusan targetadvokasidan
perumusanusulankebijakan,komunikasipublikdanjejaringsangatmenentukan
keberhasilanadvokasi.

Dari7isustrategisyangdiresponKoalisiPerempuanIndonesia,terdapat2(dua)
isu strategisyang dihadapkan padatantangan besar,yaitu Isu Radikalisme,
EktremismedanTerorismedanIsuPilkadadanPemilu2019.

Keduaisuinimemilikikarakteryangsangatmaskulin,kentaldenganperebutan
pengaruh dan kekuasaan serta penggunaan kekerasan berbasis gender,
terutamamenyasarpadaseksualitasdanperangenderperempuan.

TerkaitIsu Radikalisme,Ektremisme dan Terorisme diperlukan penguatan
penguasaansubstansidanstrategiuntukmendorongperanperempuandalam
merespondanmenangkalRadikalisme,EktremismedanTerorisme.Padasaat
yangsamadiperlukantingkatkehati-hatianyangtinggi,karenaberkaitandengan
keyakinan.

TerkaitisuPilkadadanPemilu2019,terutamaupayapeningkatanketerwakilan
Politikperempuandilembagalegislatif,dihadapkanpadaterfokusnyaperhatian
publik pada pemilihan presiden, sementara waktu yang tersisa untuk
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mengkampanyekanketerwakilanpolitiktinggal2(dua)bulanlagi.

CATATANAWALTAHUN2019

TANTANGANDITAHUN2019

Tantanganutamaditahun2019terutamaterkaitdenganpelaksanaanPemilu
2019,terutamauntukmewujudkanpemiludamai,tanpaSARA,PemenuhanHak
Pilih setiap warga yang memilikihak pilih,terselenggaranya Pemilu sesuai
prinsip-prinsipLangsung,Umum,Bebas,Rahasia,JujurdanAdil(Luber-Jurdil)
serta meningkatnya jumlah perempuan dilembaga Perwakilan Rakyatyang
terpilih.

ProsesdanhasilPemilu2019yangkredibelakansangatmenentukanjalandan
arahpolitikdimasadepan,paskapenyelenggaraanpemilu.
Tatananmasyarakatyangdemokratis,terlaksananyakomitmenPembangunan
Berkelanjutansertaterwujudnyakesetaraandankeadilandisemuatingkatan
pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat,sangatditentukan oleh hasil
PemiluPresidendanAnggotaDewanPerwakilanRakyat.Namunhinggahariini,
isustrategisperempuanbelum menjadiperhatianpenyelenggarapemilu,calon
presidendancalonanggotadewanPerwakilanRakyat.

Pemerintah,terutamaKementerianPembedayaanPerempuandanorganisasi-
organisasiperempuan serta organisasipenawalpemilu memegang peran
pentinguntukmemperkuatperhatianpublicpadaisu-isustrategisperempuan
danpeningkatanketerwakilanPerempuan.

LaporanKeuangan-PenerimaandanPengeluaran
Periode:Januari-Desember2018
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SaldoAwalPer1Januari2018   4.294.474.124,85

     

PenerimaanDonor    

Donor Rp. TotalRp.

DnP 584.836.066,30  

Mampu 5.386.077.491,00  

Oxfam 13.899.245,00  

SmallGrant 129.974.540,14  

MCAI (609.160.909,00)  

OXFAM CSOLA 2.215.055.424,00  

KOMPAK 305.719.070,74  

HIVOS 432.321.888,00  

CreatingSpace 2.004.600.000,00  

Internal 2.945.564.680,73  

     

TotalpenerimaandariDonorJan-Des.2018 13.408.887.496,91

     

TotalDanayangdiKelola   17.703.361.621,76

   

Pengeluran    

  Rp. TotalRp.

Biayaprogram    

DnP 586.912.869,00  
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Mampu 7.352.467.884,00  

SmallGrant 129.972.000,00  

MCAI 695.213.802,00  

OXFAM CSOLA 1.929.067.767,00  

KOMPAK 574.487.560,74  

HIVOS 386.029.646,00  

CreatingSpace 1.417.642.889,00  

Internal 3.349.018.042,15  

Kenaikan/PenurunanHutangPiutang (878.524.577,28)  

TotalPengeluaranJan-Des.2018   15.542.287.882,61

Balance   2.161.073.739,15


